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ABSTRAKSI
Nama : Raynajmi Clara Mustika
NIM : 202210110311554
Judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5940

K/PID.SUS/2022 TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK
DITINJAU DARI PRINSIP KEMERDEKAAN PERS

Pembimbing : Dr. Catur Wido Haruni, S.H.; M.Si., M.Hum.
Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 tentang
pencemaran nama baik. Latar belakang penelitian berangkat dari adanya tumpang tindih
hukum yang diakibatkan oleh penerapan hukum pidana pada karya jurnalistik. Permasalahan
yang dikaji meliputi problematika dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 tentang pencemaran nama baik serta implikasi putusan
Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 tentang pencemaran nama baik terhadap
prinsip kemerdekaan pers. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
problematika dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940
K/Pid.Sus/2022 tentang pencemaran nama baik serta untuk mengetahui dan menganalisis
implikasi putusan tersebut terhadap prinsip kemerdekaan pers. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier yang diperoleh melalui studi pustaka serta dianalisis secara kualitatif melalui metode
interpretasi hukum. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa
terdapat problematika dalam pertimbangan hakim yang meliputi penilaian bahwa perbuatan
terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik, pengabaian asas praduga
tidak bersalah, tidak dipertimbangkannya hak jawab, serta penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-
Undang ITE. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
terdapat tumpang tindih antara penerapan hukum pidana dan mekanisme hukum pers dalam
menilai karya jurnalistik serta adanya implikasi terhadap prinsip kemerdekaan pers baik secara
yuridis maupun non-yuridis. Oleh karena itu, disarankan agar penegak hukum, khususnya
hakim, memperhatikan mekanisme penyelesaian sengketa pers dalam menilai perkara yang
berkaitan dengan karya jurnalistik, serta diperlukan kejelasan batasan dalam penerapan
ketentuan pencemaran nama baik agar tidak menghambat kemerdekaan pers.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Agung, Pencemaran Nama Baik, Prinsip Kemerdekaan Pers.
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ABSTRACT
Name : Raynajmi Clara Mustika
Student ID : 202210110311554
Title : ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 5940

K/PID.SUS/2022 ON DEFAMATION FROM THE PERSPECTIVE OF
THE PRINCIPLE OF PRESS FREEDOM

Supervisor : Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum.
Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

This study examines Supreme Court Decision Number 5940 K/Pid.Sus/2022 concerning
defamation. The background of this research arises from the existence of legal overlap caused
by the application of criminal law to journalistic works. The issues examined include the
problematic aspects of judicial reasoning in Supreme Court Decision Number 5940
K/Pid.Sus/2022 concerning defamation, as well as the implications of the decision on the
principle of press freedom. This study aims to identify and analyze the problems in the judges’
legal reasoning in the decision, as well as to examine its implications for the principle of press
freedom. The research method employed is normative legal research using primary, secondary,
and tertiary legal materials obtained through literature study and analyzed qualitatively
through legal interpretation methods. The results of the research and discussion indicate that
there are issues in the judges’ reasoning, including the assessment that the defendant’s actions
fulfilled the elements of criminal defamation, the disregard for the presumption of innocence,
the failure to consider the right of reply, and the application of Article 27 paragraph (3) of the
ITE Law. Based on these findings, it can be concluded that there is an overlap between the
application of criminal law and press law mechanisms in assessing journalistic works, as well
as implications for the principle of press freedom both juridically and non-juridically.
Therefore, it is recommended that law enforcers, particularly judges, take into account press
dispute resolution mechanisms when assessing cases related to journalistic works, and that
clearer limitations be established in the application of defamation provisions to avoid
hindering press freedom.

Keywords: Supreme Court Decision, Defamation, Principle of Press Freedom.
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